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ABSTRAK
Permasalahan hukum tentang penyalahgunaan narkotika atas terdakwa pedangdut Ridho Rhoma telah mencapai pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa 19 September 2017, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma. Sebab, Ridho Rhoma terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriftif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan yaitu  pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan sanksi pidana penyalahguna narkotika berlandaskan  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika guna mengefektifkan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan pada pelaksanaan rehabilitasi medis kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari hasil razia pihak berwajib (compulsary). Residen rehabilitasi wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan dan kedudukan hukum rehabilitasi medis dan sosial dalam upaya pembinaan dan penyembuhan pecandu narkotika berlandaskan  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi penyalahguna dan pecandu narkotika diberlakukan secara penal dan non penal di mana ”pengedar” dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu penyalahguna narkotika berlandaskan  Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika.
Kata Kunci :  Analisis Hukum, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
ABSTRACT
The legal issue regarding the abuse of narcotics against the accused sworddut Ridho Rhoma has reached a verdict.  In a trial held at the West Jakarta District Court, Tuesday 19 September 2017, the panel of judges sentenced Ridho Rhoma to 10 months in prison.  This is because Ridho Rhoma was found guilty of committing the crime of abusing class one narcotics for himself.This research is normative legal research, is prescriptive by using sources of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials.  This approach used is the statutory approach and the case approach.From this study, it was found that the regulation of criminal sanctions for narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is to make the medical and social rehabilitation programs effective for narcotics addicts who are undergoing the judicial process in implementing medical rehabilitation to Recipient Institutions Obligatory Report (IPWL) from  the result of a raid by the authorities (compulsary).  Rehabilitation residents are required to undergo 3 stages of treatment starting with hospitalization for a maximum of 3 months, followed by outpatient care and further assessment and legal status of medical and social rehabilitation in an effort to foster and cure narcotics addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for  drug abusers and addicts are imposed on a penal and non-penal basis where "dealers" and abusers/users will be subject to criminal sanctions, for drug addicts based on Article 127 of Law Number 35 of 2009 will be subject to medical and social rehabilitation obligations where the rehabilitation period will be calculated equally  by serving a sentence as a deterrent effect, a frightening effect, a relative effect, but also aims to protect the future of a nation from narcotics crimes
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